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Pendahuluan 

Pemerintahan Presiden BJ. Habibie merupakan periode yang sangat menentukan dalam 

sejarah Indonesia modern, terutama karena berlangsung di tengah krisis multidimensi dan 

transisi besar menuju era Reformasi. Dalam situasi penuh tekanan tersebut, para menteri 

yang tergabung dalam Kabinet Reformasi Pembangunan memegang peran strategis dalam 

menata ulang kebijakan negara dan memulihkan stabilitas nasional. Setiap menteri 

menghadapi tantangan berat sesuai bidang masing-masing, mulai dari ekonomi, hukum, 

pertahanan, hingga pemberdayaan rakyat. 

Peran para menteri selama masa kepemimpinan Habibie tidak hanya berkaitan dengan 

penyelesaian persoalan jangka pendek, tetapi juga meletakkan dasar-dasar perubahan 

struktural yang digunakan pemerintah sesudahnya. Mereka menjadi aktor penting yang 

berkontribusi dalam membuka ruang demokrasi, memperkuat institusi negara, serta 

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, memahami 

kiprah mereka memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang dinamika reformasi awal 

dan bagaimana fondasi negara modern Indonesia dibentuk. 

 

1. Abdul Malik Fadjar (1939-2020) 

Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar lahir di Yogyakarta, 22 

Februari 1939 dikenal sebagai intelektual Muslim 

progresif yang memainkan peran penting dalam 

pembangunan pendidikan nasional pada masa transisi 

politik Indonesia. Kepemimpinannya di Kementerian 

Agama memperkuat fondasi kebijakan keagamaan yang 

moderat dan inklusif (Latief, 2003:45). 

Sebagai Menteri Agama era Habibie, ia mendorong 

modernisasi pendidikan keagamaan, memperluas akses 

madrasah, serta meningkatkan profesionalitas guru 

agama. Upayanya berfokus pada harmonisasi nilai 

keagamaan dan tuntutan perkembangan zaman, sehingga 

lembaga pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan 

dinamika sosial yang terus berubah (Azra, 2004:112). 

Malik Fadjar juga berkontribusi dalam peningkatan 

kualitas dialog antarumat beragama melalui kebijakan komunikasi lintas iman. Ini menjadi 

signifikan mengingat situasi Indonesia pasca-1998 yang sarat ketegangan. Pendekatannya 

yang persuasif dan berbasis nilai kebangsaan membantu meredam potensi konflik sosial 

(Mukhlis, 2001:77). 

Selain kiprahnya dalam birokrasi, Malik Fadjar aktif mengembangkan pemikiran 

pendidikan dan moderasi beragama melalui tulisan serta pengajarannya. Ia menjadi 

rujukan utama dalam penguatan karakter bangsa. Dedikasinya menjadikan periode 

kepemimpinannya sebagai fase penting bagi konsolidasi kehidupan keagamaan Indonesia 

(Hefner, 2005:164). 

  

 

 



2. Syarwan Hamid (1943-2021) 

Letjen (Purn.) Syarwan Hamid lahir di Langsa, Aceh, 10 

November 1943) merupakan tokoh penting dalam masa 

pemerintahan Habibie, terutama terkait kebijakan otonomi 

daerah. Kepemimpinannya di Kementerian Dalam Negeri 

mengawali restrukturisasi hubungan pusat-daerah sebagai 

fondasi demokratisasi pascareformasi (Rasyid, 2002:58). 

Sebagai Mendagri, ia menyiapkan kerangka regulasi awal 

desentralisasi, termasuk rancangan kebijakan yang mengarah 

pada penguatan kewenangan pemerintah daerah. Langkah ini 

sangat penting untuk merespons tuntutan publik atas 

pemerintahan yang lebih akuntabel dan dekat dengan 

masyarakat setelah runtuhnya sentralisasi Orde Baru (Hidayat, 

2001:91). 

Syarwan juga mengelola dinamika politik lokal yang meningkat drastis pada 1998–

1999. Ia berupaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah melalui pendekatan dialogis dan 

koordinatif. Meski menghadapi kondisi sosial yang sensitif, ia tetap mengedepankan 

mekanisme administratif yang lebih transparan dan partisipatif (Sutopo, 2003:134). 

Selain kebijakan struktural, ia berperan dalam membangun kerangka etika politik lokal 

berbasis demokrasi yang menghormati pluralitas masyarakat Indonesia. Upayanya 

memperkuat tatanan pemerintahan daerah menjadi pijakan penting bagi reformasi 

administratif tahap berikutnya, terutama pada proses lahirnya UU Otonomi Daerah tahun 

1999 (Fatah, 2004:203). 

 

3. Bambang Subianto (1943-2022) 

Bambang Subianto lahir di Jakarta, 7 Desember 1943 

menjabat Menteri Keuangan pada masa kritis pascakrisis 

1997–1998. Ia memegang peranan sentral dalam upaya 

pemulihan ekonomi, khususnya melalui kebijakan fiskal yang 

menstabilkan anggaran negara dan memulihkan kepercayaan 

pasar internasional terhadap Indonesia (Basri, 2002:67). 

Kebijakan Bambang berfokus pada pengendalian defisit, 

transparansi fiskal, dan restrukturisasi sistem perbankan. Ia 

mengoordinasikan negosiasi bersama IMF yang menentukan 

arah pemulihan ekonomi Indonesia. Langkah-langkahnya 

memperkuat fondasi makroekonomi dan menciptakan ruang 

fiskal untuk stabilisasi jangka pendek, demikian penting bagi 

keberlanjutan reformasi ekonomi (Fane, 2003:118). 

Bambang juga mengawasi serangkaian program 

penyehatan perbankan, termasuk penutupan bank bermasalah dan pembentukan lembaga 

penjaminan yang diperlukan untuk mengurangi krisis kepercayaan masyarakat. Kebijakan 

tersebut, meski kontroversial, menjadi komponen utama dalam memulihkan stabilitas 

sektor keuangan Indonesia (Montes, 2000:51). 

Selain itu, ia memperkuat disiplin fiskal melalui penataan belanja pemerintah, 

reformasi perpajakan, dan peningkatan akuntabilitas birokrasi keuangan. Kontribusinya 

memberikan landasan penting bagi transisi ekonomi Indonesia menuju era reformasi, 

menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam penanganan krisis nasional (Hill, 2004:143). 

 

 



4. Ali Alatas (1932-2008) 

Ali Alatas lahir di Jakarta, 4 November 1932, merupakan 

diplomat utama Indonesia yang tetap berperan besar pada masa 

pemerintahan Habibie. Kepemimpinannya melanjutkan tradisi 

diplomasi aktif Indonesia, terutama dalam menjaga citra negara 

di tengah tekanan internasional setelah perubahan politik besar 

tahun 1998 (Leifer, 1999:84). 

Sebagai Menlu, ia menghadapi isu-isu sensitif seperti 

perubahan kebijakan terhadap Timor Timur. Ali Alatas mengelola 

diplomasi dengan pendekatan negosiasi multilateral, sekaligus 

mempertahankan stabilitas hubungan luar negeri Indonesia. 

Kebijakan pragmatisnya membantu meredam ketegangan 

internasional selama masa transisi kekuasaan (Alagappa, 2001:157). 

Selain menangani krisis Timor Timur, ia memperkuat posisi Indonesia dalam ASEAN 

dan forum internasional lainnya. Upayanya menegakkan prinsip diplomasi moderat dan 

kerja sama kawasan memungkinkan Indonesia tetap dihormati meski menghadapi tekanan 

politik dan ekonomi berat pascakrisis 1997–1998 (Acharya, 2000:122). 

Kepakaran diplomatik Ali Alatas tidak hanya sebatas administrasi, melainkan juga 

sebagai perumus konsep politik luar negeri yang berorientasi pada stabilitas kawasan. 

Perannya menjadi landasan kuat bagi konsistensi diplomasi Indonesia menuju era 

reformasi, menjadikannya salah satu diplomat paling berpengaruh dalam sejarah modern 

Indonesia (Weatherbee, 2002:191). 

 

5. Rahardi Ramelan (1942-2002) 

Dr. Rahardi Ramelan (lahir di Surabaya, 16 Januari 1942) 

menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa 

pemerintahan Habibie ketika Indonesia menghadapi krisis 

ekonomi berat. Ia memimpin stabilisasi sektor industri, 

memastikan ketersediaan barang pokok, serta menata ulang 

kebijakan perdagangan demi menjaga keberlangsungan aktivitas 

ekonomi nasional di seluruh wilayah tanah air Indonesia (Siregar, 

2001:54). 

Rahardi berperan penting dalam pemulihan industri nasional 

dengan mendorong efisiensi produksi, pembukaan jalur 

distribusi, dan deregulasi perizinan. Ia menata kembali mekanisme impor strategis guna 

menahan gejolak harga. Kebijakannya membantu menjaga daya saing sektor industri 

Indonesia selama masa pemulihan ekonomi pascakrisis yang sangat menentukan arah 

pembangunan ekonomi nasional pada periode transisi (Tambunan, 2003:89). 

Selain itu, Rahardi mengawasi stabilitas perdagangan domestik melalui kebijakan 

pengendalian distribusi dan penataan ulang jalur logistik. Ia memastikan kebutuhan dasar 

masyarakat tetap terpenuhi meskipun kondisi fiskal melemah. Pendekatannya yang 

teknokratis membantu mengurangi dampak tekanan ekonomi global terhadap sektor 

perdagangan nasional pada masa krisis yang penuh tantangan dan ketidakpastian stabilitas 

ekonomi (Basri, 2002:71). 

Kepemimpinan Rahardi memberikan fondasi bagi reformasi industri dan perdagangan 

yang lebih transparan serta responsif terhadap dinamika global. Ia menekankan pentingnya 

kolaborasi pemerintah dan sektor swasta guna memperkuat struktur ekonomi nasional. 

Kontribusinya menjadikan masa transisi pemerintahan Habibie tetap memiliki arah 



kebijakan industri yang jelas dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi Indonesia 

selanjutnya (Hill, 2004:140). 

 

6. Juwono Sudarsono (1942-Sekarang) 

Prof. Dr. Juwono Sudarsono lahir di Ciamis, 5 Maret 1942 dan 

menjadi Menteri Pertahanan pertama dari kalangan sipil pada era 

Presiden Habibie. Penunjukannya menandai langkah penting 

dalam memulai reformasi sektor pertahanan. Ia berfokus 

membangun paradigma baru hubungan sipil–militer di tengah 

perubahan politik nasional pascareformasi 1998 (Sukma, 

2001:63). 

Sebagai pemimpin sipil di kementerian yang sebelumnya 

didominasi militer, Juwono mengembangkan kebijakan 

profesionalisasi TNI dan penguatan kontrol demokratis. Ia 

menekankan pemisahan peran TNI dan Polri, serta pembatasan 

keterlibatan militer dalam politik praktis. Pendekatan 

teknokratisnya mendorong terciptanya tata kelola pertahanan yang lebih transparan dan 

akuntabel (Mietzner, 2003:112). 

Juwono juga mengawasi restrukturisasi organisasi militer, termasuk peningkatan 

kapasitas pendidikan pertahanan dan modernisasi doktrin keamanan negara. Ia 

mempromosikan konsep pertahanan berorientasi rakyat dan diplomasi pertahanan sebagai 

instrumen stabilitas. Kebijakannya menjadi pondasi awal bagi reformasi pertahanan 

Indonesia pada masa-masa berikutnya setelah pergantian pemerintahan (Crouch, 2000:87). 

Kontribusi Juwono memperkuat legitimasi transisi demokrasi Indonesia melalui 

reformasi sektor pertahanan yang sistematis. Pemikirannya yang moderat dan akademis 

menjadikan proses de-militerisasi politik berjalan lebih terarah. Ia dipandang sebagai 

perintis penting dalam membangun tata kelola pertahanan modern yang responsif terhadap 

kebutuhan demokratis pascareformasi (Aspinall, 2005:156). 

 

7. Adi Sasono (1948-2016) 

Dr. Adi Sasono, lahir di Pekanbaru, 16 Februari 1948 dan 

dikenal sebagai ekonom kerakyatan yang vokal memperjuangkan 

pemberdayaan usaha kecil. Pada masa pemerintahan Habibie, ia 

memimpin Kementerian Koperasi dengan fokus membangkitkan 

ekonomi rakyat sebagai respons terhadap dampak krisis 1997–

1998 yang menghantam kelompok usaha kecil dan menengah 

(Santoso, 2001:44). 

Kebijakannya menekankan pembiayaan mikro, 

pemberdayaan koperasi, serta penguatan akses pasar bagi pelaku 

usaha kecil. Ia mendorong skema kredit berbunga rendah agar 

pelaku usaha memiliki ruang bertahan menghadapi kemerosotan 

ekonomi. Pendekatannya menempatkan ekonomi rakyat sebagai pilar utama stabilitas 

sosial dan pemulihan ekonomi nasional saat masa transisi tersebut berlangsung (Anwar, 

2002:93). 

Adi Sasono juga mempromosikan pengembangan jaringan koperasi modern berbasis 

teknologi dan kemitraan usaha. Ia menekankan pentingnya inovasi model bisnis rakyat 

agar mampu bersaing dalam ekonomi terbuka. Gagasannya tentang ekonomi partisipatif 

melahirkan berbagai program pemberdayaan komunitas yang memperkuat kapasitas 

ekonomi akar rumput secara lebih terstruktur dan berkelanjutan (Rukmana, 2003:128). 



Pemikirannya memberi arah baru pada gerakan koperasi Indonesia dengan 

menempatkannya sebagai instrumen pembangunan inklusif. Ia menekankan pentingnya 

pemerataan kesempatan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Kontribusinya pada 

masa Habibie menjadi fondasi penguatan UMKM dalam lanskap ekonomi nasional setelah 

reformasi, terutama terkait peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat (Hill, 

2004:175). 

 

8. Akbar Tandjung (1945-Sekarang) 

Akbar Tandjung dikenal sebagai politisi berpengaruh yang 

meniti karier sejak aktivisme mahasiswa hingga memasuki 

panggung politik nasional. Latar belakangnya sebagai kader 

organisasi kemahasiswaan menjadikannya figur strategis pada 

masa transisi politik. Kiprahnya dalam pemerintahan 

menunjukkan konsistensi terhadap agenda pembangunan 

nasional, khususnya pada sektor perumahan masyarakat 

berpenghasilan rendah (Arbi, 2002:44). 

Ketika menjabat Menteri Negara Perumahan Rakyat, ia 

mendorong kebijakan penyediaan perumahan terjangkau melalui 

penguatan lembaga pembiayaan perumahan. Ia menekankan 

perluasan akses kredit pemilikan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Upayanya memperkuat kolaborasi 

pemerintah dan swasta mempercepat pemerataan program pemukiman layak, terutama 

pada wilayah perkotaan yang padat penduduk (Elson, 2001:112). 

Dalam perannya, Akbar Tandjung menempatkan isu perencanaan tata ruang sebagai 

prioritas kebijakan jangka panjang. Ia mengarahkan pembangunan yang 

mempertimbangkan kesinambungan lingkungan dan kualitas hunian. Program-program 

perbaikan kawasan kumuh menjadi bagian penting pada masa kepemimpinannya, sebagai 

upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu melalui penyediaan fasilitas 

pemukiman lebih layak (Ricklefs, 2008:203). 

Selain berperan dalam sektor perumahan, Akbar turut mempengaruhi dinamika politik 

nasional setelah Reformasi. Kepemimpinannya di Golkar dan DPR memperlihatkan 

kedudukannya sebagai figur sentral. Pengalaman birokrasi dan politiknya menjadikan 

kontribusinya dalam pembangunan perumahan tidak dapat dilepaskan dari perannya 

sebagai arsitek kebijakan publik ketika Indonesia memasuki masa transformasi politik 

(Tomsa, 2010:156). 

 

9. Marie Muhammad (1939-2016) 

Dr. Marie Muhammad dikenal sebagai birokrat berintegritas 

tinggi yang sebelumnya sukses memimpin Direktorat Jenderal 

Pajak. Reputasinya sebagai tokoh antikorupsi menjadikannya 

figur penting pada masa transisi politik Indonesia. 

Kepemimpinannya menekankan transparansi administrasi publik, 

sehingga ia dipercaya memasuki jajaran kabinet sebagai Menteri 

Kehakiman pada era pemerintahan Presiden BJ. Habibie. 

(Suryadinata, 2001:77) 

Sebagai Menteri Kehakiman, Marie Muhammad berfokus 

mempercepat reformasi sistem hukum dan lembaga pemasyarakatan. Ia mendorong 

modernisasi administrasi hukum untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

Kehadirannya di kementerian membawa penekanan lebih besar pada prinsip akuntabilitas, 



terutama dalam pengelolaan dokumen hukum dan pelaksanaan fungsi pengawasan internal 

kementerian. 

(Lindsey, 2002:134) 

Kebijakannya mencakup evaluasi komprehensif terhadap regulasi warisan Orde Baru, 

termasuk penyelarasan perangkat hukum dengan semangat Reformasi. Ia berusaha 

menegakkan asas kepastian hukum melalui perumusan kebijakan yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diarahkan meminimalkan penyimpangan 

dan memastikan setiap proses hukum berjalan secara lebih transparan serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(Pompe, 2005:188) 

Marie Muhammad juga dikenal mengusung nilai moralitas publik dalam setiap 

kebijakannya. Pendekatannya menekankan integritas aparatur hukum dan pemberantasan 

korupsi sebagai fondasi utama pembangunan negara. Warisannya pada masa Habibie 

dipandang memberi dasar penting bagi penguatan lembaga hukum Indonesia, terutama 

dalam menghadapi tuntutan reformasi besar setelah krisis politik nasional. 

(Hadiz, 2004:215) 

 

10. Muladi (1943-2020) 

Prof. Dr. Muladi dikenal sebagai ahli hukum pidana yang 

memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran hukum 

Indonesia. Sebagai akademisi dan mantan Rektor Universitas 

Diponegoro, ia banyak menghasilkan gagasan ilmiah mengenai 

keadilan restoratif. Keahliannya membuatnya dipercaya 

memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, termasuk 

sebagai Menteri Sekretaris Negara (Lindsey, 2002:91). 

Pada masa pemerintahannya di era Habibie, Muladi berperan 

mengoordinasikan berbagai agenda kebijakan nasional yang 

berkaitan dengan tata kelola administrasi negara. Ia menekankan 

pentingnya birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel. 

Upayanya membantu memperkuat kelancaran komunikasi politik antara presiden, lembaga 

pemerintahan, dan kelompok masyarakat dalam masa transisi menuju sistem demokrasi 

(Crouch, 2010:144). 

Muladi turut terlibat dalam penyusunan berbagai kerangka hukum yang diperlukan 

setelah kejatuhan Orde Baru. Ia mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan 

agar selaras dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Perannya memperkuat 

sistem hukum publik dianggap sebagai kontribusi signifikan dalam proses reformasi 

pemerintahan yang sedang mengalami perubahan besar (Aspinall, 2005:233). 

Selain kiprah di kementerian, Muladi memiliki reputasi internasional sebagai pakar 

hukum yang mewakili Indonesia dalam berbagai forum global. Pandangannya mengenai 

sistem pemidanaan modern banyak dikutip dalam literatur ilmiah. Kontribusinya pada 

masa Habibie dinilai berhasil memperkuat fondasi hukum administrasi negara sekaligus 

mempertegas peran birokrasi dalam menopang proses demokratisasi (Pompe, 2005:267). 

 

Penutup 

Kontribusi sepuluh menteri pada era Presiden BJ. Habibie memperlihatkan bahwa 

masa transisi bukan hanya ditopang oleh kepemimpinan puncak, tetapi juga oleh para 

teknokrat, birokrat, dan politisi yang bekerja di lini strategis pemerintahan. Setiap tokoh 

memberikan peran berbeda sesuai tugas kementeriannya, namun seluruhnya berorientasi 

pada pemulihan negara di tengah krisis ekonomi dan perubahan politik yang cepat. Mereka 



merupakan figur yang menjalankan kerja-kerja fundamental dalam membangun kembali 

kepercayaan publik. 

Warisan kebijakan yang mereka tinggalkan memiliki dampak panjang terhadap arah 

pembangunan Indonesia, terutama pada bidang hukum, ekonomi rakyat, tata kelola 

pemerintahan, pertahanan, dan diplomasi. Melalui peran mereka, masa pemerintahan 

Habibie menjadi periode penting yang memadukan urgensi penanganan krisis dengan 

upaya pembaruan struktural. Memahami kontribusi para menteri ini membantu 

menempatkan era Habibie sebagai fondasi penting Reformasi yang membentuk lanskap 

politik Indonesia hingga saat ini. 
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